
 
 
 

 

 

BUPATI SEMARANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

 NOMOR  8 TAHUN 2016   
 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 26 
TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA  

PARTAI POLITIK DI KABUPATEN SEMARANG 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI SEMARANG, 
 

Menimbang  : a. bahwa  berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83             
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik, maka Peraturan 
Daerah yang mengatur tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik perlu ditinjau kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, maka perlu mencabut 
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26  
Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik di Kabupaten Semarang, karena sudah tidak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;   

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;  

   
Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

 



3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan 
Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 1652); 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia               
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah  Tingkat II Semarang         
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang       
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1992 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3500); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5            
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indoensia                
Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5351); 

 
 



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia              
Tahun 2014 Nomor 1744); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14  
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Semarang   
Nomor 13); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG 
 

Dan 
 

BUPATI SEMARANG 
 

MEMUTUSKAN  : 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 26 TAHUN 2006 
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK 
DI KABUPATEN SEMARANG. 

 
Pasal 1 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26                  
Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik Di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 26 Seri A Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang                 
Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Pasal 2 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang. 

 
 

Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal  28-03-2016 
 

BUPATI SEMARANG, 
 

ttd 
 

MUNDJIRIN 
 
 
Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal  28-03-2016 
 
 
       SEKRETARIS DAERAH 
     KABUPATEN SEMARANG, 

 
 

ttd 
 

        GUNAWAN WIBISONO 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 8     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 
 

NOMOR  8  TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 26 
TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  

DI KABUPATEN SEMARANG 
 

 
 
I.  UMUM. 
 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka 
Peraturan Daerah yang mengatur tentang Bantuan Keuangan kepada 
partai politik perlu ditinjau kembali. 

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 
2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten 
Semarang perlu untuk dicabut karena sudah tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, 
maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang 
Pencabutab Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 
2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten 
Semarang. 

  

 
II.  PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
 

Pasal 2 

Cukup jelas. 
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